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PUTUSAN
Nomor 1412/Pdt.G/2024/PA.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan
secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 08 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman

di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Alamat Elektronik: ajeng08angelina@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 29 Mei 1988 (umur 36 tahun), agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di KABUPATEN LUMAJANG, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan Cerai yang terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor
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1412/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Senin tanggal 06 Maret 2017, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah
pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX ~XXXXXXXX
sebagaimana tercantum dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor:
0191/019/111/2017, tertanggal 06 Maret 2017, ketika menikah Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di kos yang beralamat di Sorowajan RT 002, Kalurahan
Banguntapan, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX selama kurang
lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang
beralamat di JI. Karang Bendo Kulon, XXX XXXXX XXX XXX, XXXXXXXXX
XXXXXKXXXKXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan (Ba'dha Dukhul) dan dikaruniai seorang anak
yang bernama AVISANDI HIRO IBRAHIM BIN VIDI SUSANDI, laki-laki,
lahir di Sleman pada tanggal 21 Desember 2018, umur 5 tahun 10 bulan;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak Oktober 2018
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu
memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja;
b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan
dalam pola pikir dan pola asuh anak, seperti Penggugat yang
menginginkan untuk pensiun dini untuk menikmati hari tua bersama
keluarga tetapi Tergugat ingin menikmati masa muda dengan
memenuhi gaya hidup yang menyebabkan Tergugat memiliki banyak

hutang;
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C. Bahwa Tergugat sering melakukan judi online dan
Penggugat sering menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah
mengindahkan nasihat dari Penggugat;
d. Bahwa Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat
tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat
pisah rumah, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat,
yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan)
bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan
rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat
untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk
merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga
yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,
sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
. PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Il SUBSIDAIR:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebanyak dua kali dengan relas nomor 1412/Pdt.G/2024/PA.Btl melalui surat
tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajeng Angelina, NIK
3508054812900002 tanggal 26-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXX. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/019/111/2017 Tanggal 06 Maret
2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencacat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tempel XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Xxxx Xxxxx, , bukiti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah kos di Sorowajan RT 002, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX selama
kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke
rumah kontrakan di Jl. Karang Bendo Kulon, XXX XXXXX XXX XXX,
Kalurahan Banguntapan, XXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX, ~ XXXXXXXXX
XXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak, bernama Avisandi Hiro Ibrahim.

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun
sejak bulan oktober tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat sejak awal
pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat, Tergugat main judi online dan Tergugat memiliki banyak
hutang, saksi pernah melihat ada orang yang datang ke rumah
Penggugat mau menagih hutang Tergugat.

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah kediaman bersama sejak bulan februari tahun 2024
sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan
sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat
tinggal di Perum Cadi Gebang Permai Blok E 14 Dukuh Jetis RT 12 RW
62 Kecamatan Ngempal Desa Wedomartani Kabupaten Sleman, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Sorowajan RT
002, XXXXXXKXX  XXXXXXXXKKK,  XXXXXXXXX  XXXXKXKKKXXK,  XXXXXXXXX
xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah kontrakan di JI. Karang Bendo Kulon, xxx
XXXXX XXX XXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX,  XXXXXXKKK  XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak, bernama Avisandi Hiro Ibrahim.

- Bahwa, setahu saksi sejak bulan oktober tahun 2018 keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak
harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat sejak awal
pernikahan tidak pernah memberi nafkah, uang hasil kerjanya tidak
di berikan kepada Penggugat.saksi pernah melihat Tergugat main
judi online lewat Hand phone dan saksi juga melihat banyak orang
datang ke rumah Penggugat mau menagih hutang Tergugat.

- Bahwa, setahu saksi sejak bulan februari tahun 2024 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama
Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai dengan
sekarang.

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan
sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik
melalui aplikasi e cout yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik
(e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;
Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang
dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum XXxxxxxxx
XXxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk
kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama
Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini;
Kehadiran para Pihak
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat melalui surat
tercatat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak
datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali
persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk
bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat
mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan oktober
tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat, Tergugat main judi online dan Tergugat memiliki banyak hutang,
akibatnya sejak bulan februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat
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sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama
berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin
komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut
Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
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terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Maret 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga
atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan
didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung
menjelaskan bahwa sejak bulan oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak awal pernikahan
Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja, selain itu
Tergugat sering melakukan judi online dan Tergugat memiliki banyak hutang,
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akibatnya sejak bulan februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya
keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil — dalil gugatan Penggugat yang
kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti — bukti yang
diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta — fakta
persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah sejak tanggal 06 Maret 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kos yang beralamat di Sorowajan RT 002, XXXXXXXXX
XHHXXXXXXXXK, XXXXXKKKK XXXXXXXXKKK, XXXXXXXXX XXXXXX selama kurang
lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah
kontrakan yang beralamat di JI. Karang Bendo Kulon, XXX XXXXX XXX XXX,
XHHXXXXXXX XHXXXXXXXKK; XXXXXXXXK XXXXXKKKKKXK, XXXXKKKKK XXXXXX;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
telah dikaruniai seorang anak, bernama Avisandi Hiro Ibrahim Bin Vidi
Susandi ;
- Bahwa sejak bulan oktober tahun 2018 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus
bekerja, selain itu Tergugat sering main judi online dan memiliki banyak
hutang.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak
bulan februari tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula
keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak

dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
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- Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun

kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan

Tergugat;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum
tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut,
mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas
tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik
dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini
dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang
lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak
harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah figih yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

) | N | [PON PN AP S V- DAL VT BT PN | 5
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan”.
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Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq,

Jilid 1, halaman 83 yang berbunyi:

oo azg il sl Clniai u> Ml pllas pMawdl Lzl 284
oo bygo Tloill dal) ruai cuzy . glo Yy pai lgd gai 2y
ozxudl gizeill 3ol Gle oS O olize Jaiwdl OY o) ué

alasdl 79, oLl olls [329 250l

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami
isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahakamah
Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi
hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi
pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan
cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991
mengandung abstraksi hukum *“ Kalau Judex Facti berpendapat alasan
perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 telah terbukti, maka hal ini semata — mata ditujukan pada perkawinan itu
sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar
Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana
tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang
menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage)
antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
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- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

- bila salah satu pihak atau masing — masing pihak meninggalkan

kewajiban sebagai suami istri;

- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan
ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang
mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan
memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suamif/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan
hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp255.000,-(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 3 Djumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Maulina Nuril 1zzati, S.Sy.,
M.Sos sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan secara elektronik
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji
Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd
Drs.Noer Rohman

Maulina Nuril 1zzati, S.Sy., M.Sos
Panitera Pengganti

ttd

Puji Setyaningsih, S.H.
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Perincian Biaya:
1. PNBP

a. Pendaftaran :Rp. 30.000.00
b. Panggilan Pertama :Rp. 20.000.00
c. Redaksi :Rp. 10.000.00

2. Biaya Proses :Rp. 75.000.00
3. Biaya Panggilan :Rp. 110.000.00

4. Meterai . Rp. 10.000.00
Jumlah Rp. 255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



